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BAB III 

PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA 

 

A. Pengertian Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia 

Penggunaan istilah hukuman yang berasal dari istilah Belanda ‚straf‛ 

dalam hukum pidana sering dikenal dengan istilah ‚sanksi‛ atau juga disebut 

dengan ‚pidana‛. Sebelum timbulnya teori baru tentang hukuman, hukum 

konvensional telah mengalami beberapa fase. Fase – fase tersebut adalah sebagai 

berikut :
1 

1. Fase balasan perorangan 

Pada fase ini hukuman hukuman berada di tangan perseorangan yang bertindak 

atas dasar persaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar 

hendak membalas orang yang menyerangnya. 

2. Fase balasan tuhan dan fase balasan umum 

Yang dimaksud fase balasan tuhan adalah bahwa orang yang berbuat harus 

menebus kesalahannya. Sedangkan fase umum adalah agar orang yang berbuat 

merasa jera dan orang lain tidak berani meniru perbuatannya. 

3. Fase kemanusiaan 

Pada fase ini prinsip – prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan 

memperbaiki diri orang yang berbuat mulai dipakai. 

 

 

 

                                                           
1
  Ahmad Bahiej, ‚Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia‛, Jurnal Sosio 

– Religia, (2006), 1. 
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4. Fase ilmiah 

Pada fase ini hukuman di bagi menjadi tiga pemikiran yaitu : 

a. Hukuman mempunyai tugas dan tujuan ilmiah 

b. Macam, masa dan bentuk hukuman bukanlah aturan abstrak yang 

mengharuskan diberlakukannya pembuat pidana. 

c. Kegiatan masayarakat dalam memerangi tindak pidana 

Sedangkan menurut Mahrus Ali Teori Hukuman memuat unsur – 

unsur pidana sebagai berikut :
2
 

1. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan yang 

tidak menyenangkan. 

2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang. 

3. Pidana dikenakan bagi seorang yang melakukan tindak pidana 

sebagaimana tertera dalam undang – undang. 

4. Pidana merupakan pencelaan Negara terhadap seseorang karena telah 

melawan hukum. 

Dari penjelasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa, yang 

dimaksud dengan hukuman adalah pengenaan penderitaan yang tidak 

mengenakkan yang dinberikan oleh pemerintah yang berdaulat sebagaimana 

tercantum dalam undang – undang bagi pelaku tindak piadana.   

Sementara itu pengertian pedofilia adalah kelainan perkembangan 

psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap 

                                                           
2
  Mahrus Ali, ‚Dasar – Dasar Hukum Pidana‛, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 186. 
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anak – anak.
3
 Sementara it dalam refrensi lain pedofilia adalah gangguan 

yang melibatkan aktivitas anak kecil dibawah usia 13. Sedangkan yang lain 

mencakup usia 14 sampai 16 tahun.
4
 Sementara pelaku kejahatan seksual 

dapat dibagi menjadi 3 tipe yaitu :
5
 

1. Pedofilia Tipe 1 

Pedofilia ini dapat berinteraksi social dengan wanita karena kecemasan 

atau ketidak mampuan social atau keduanya. Individu ini dapat 

terangsang oleh objek normal dan anak – anak. 

2. Pedofilia Tipe II 

Pedofilia ini mampu berinteraksi social dengan wanita biasa namun 

tidak terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang 

seksual oleh anak – anak. 

3. Pedofilia Tipe III 

Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi social dengan wanita dan tidak 

terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang seksual oleh 

mereka. 

Dari penjelasan diatas tindak piadana pedofilia mayoritas laki – laki. 

Kajahatan semacam ini termasuk heteroseksual atau homoseksual. Yang 

dimaksud dengan kejahatan heteroseksual merupakan kejahatan yang 

                                                           
3
 Sawitri Supardi, ‚Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual‛, (Bandung : PT Refika 

Aditama, 2005), 71. 
4
   Davison Gerald C Nekale, dkk, ‚Psikologi Abnormal‛, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 31. 

5
 Masrizal Khaidir, ‚Penyimpangan Seks (Pedofilia)‛, Jurnal Kesehatan Masyarakat, 

jpkesmasdd070010 (September, 2007), 84. 
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dilakukan oleh pedofilia yang mencabuli lawan jenis. Sedangkan 

homoseksual adalah kejahatan yang dilakukan dengan sesame jenis. 

Kejahatan yang dilakukan oleh kaum pedofilia identik dengan 

pencabulan, dalam pencabulan ini kekerasan jarang dilakukan meskipun 

demiikian tidak menutup kemungkinan hal itu dapat terjadi.  Sejumlah 

pedofilia diklasifikasikan kedalam kelompok sadistis seksual atau psikopatik 

biasanya menyakiti objek nafsu mereka secara fisik yang dapat menyebabkan 

cedera serius. Kejahatan yang biasa dilakukan misalnya dengan membelai 

rambut anak, memainkan alat kelamin si anak, menyuruh si anak ntuk 

memainkan alat kelaminnnya. Memasukkan alat kelaminnya kepada si anak, 

menganiayanya, bahkan membunuhnya. 

Kejahatan yang dilakukan oleh pedofilia disertai dengan ancaman 

kepada sia anak, seperti mengancam agar tidak memberitahu perbuatannya 

kepad siapapun. Secara viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan 

yang wajib mendapat perlindungan dar negara karena keberadaan anak 

secara fisik maupun psikis tidak mampu melindungi dirinya. Daripenjelasan 

diatas terdapat tiga cara penanganan kelainan terhadap pedofilia yaitu :
6
 

1. Penanganan kognitif 

Yaitu penanganan yang dilakukan dengan cara pelatihan empati 

terhadap orang lain dengan cara mengajari pedofilia untuk 

memikirkanbagaimana efek dari perbuatannya terhadap orang lain. 

 

                                                           
6
 Gerald C Davidson, ‚Psikologi Abnormal‛, terj: Noermalasari Fajar, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), 639 – 640.  
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2. Penanganan biologis 

Yaitu penanganan dengan cara kestrasi atau pemotongan testis dan 

suntik kimia untuk melemahkan hormon testosteron. 

3. Hukum megan 

Yaitu dengan cara mengzinkan pihak kepolisian untuk 

mempublikasikan keberadaan para penjahat seksual yang terdaftar di 

kepolisian jika mereka dianggap berpotensi membahayakan.   

 Di California, pelaku pedofilia di jatuhi hukuman dengan cara 

memberikan peratan berupa pemberian suntikan medroxyprogesterone 

acetate (MPA) sebagai sanksi bagi tindak kejahatannya.
7
 Pemeberian sanksi 

pidana yang bersifat rekatif terhadap suatu perbuatan dan sanksi tindakan 

yang bersifat antisipatif terhadap pelaku kejahatan tersebut.
8
 Undang – 

undang ini digunakan pada era baru yang menrapkan hukuman kebiri sebagai 

hukuman untuk merehabilitasi pelaku. 

Sedangkan secara khusus hukum pidana berfungsi sebagai berikut :
9
 

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau 

memperkosanya. 

2. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka menjalankan fungsi 

Negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. 

3. Mengatur dan membatasi keuasaan Negara dalam rangka menjalankan 

fungsi Negara mempertahankan kepentingan hukum yang di lindungi. 

                                                           
7
  Hal Tilemann,Review Of Laws Providing For Chemical Castration In Criminal Justice, (Jakarta 

: Institute For Criminal Justice Reform, 2016), 17-18. 
8
    Mahrus Ali, ‚Dasar – Dasar Hukum Pidana‛,..............., 204. 

9
   Adami Chazawi, ‚Pelajaran Hukum Pidana I‛, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 16-20. 
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Secara umum tujuan hukum pidana (strafrechtscholen) terdapat aliran 

untuk maksud dan tujuan dientuknya peraturan hukum pidana yaitu aliran 

klasik dan aliran moderen. Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk 

melindung dari kekuasaan penguasa atau Negara. 

Sedangkan aliran moderen mengajarkan tujuan susunan hukum 

pidana itu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Menurut Van 

Bemmelen, bahwa tujuan terakhir hukum pidana adalah menyebutkan dan 

melukiskan hal – hal dimana pemerintah atas nama wewenang yang 

diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, 

keamanan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan tindkan main 

hakim sendiri dari pihak penduduk secara perseorangan atau badan 

administrasi, serta setiap saat harus ditegakkan kebenaran.
10

 

Kebiri sebagai salah satu jenis sanksi pidan pernah diberlakukan di 

berbagai Negara dengan tujuan melindungi masyarakat. Dalam teori 

pemidanaan kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan membuat pelaku tindak 

pidana pedofilia tidak mampu lagi melakukan kejahatannya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia yaitu 

melakukan tindakan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia) 

yang telah bebas dari penjara baik menggunakan metode bedah atau 

pemotongan testis maupun dengan cara sunntik kebiri kimia dengan 

menggunakan hormon testosterone sebagaimana yang telah di tetapkan oleh 

                                                           
10

  Bambang Poernomo. ‚Asas – Asas Hukum Pidana‛, (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 2000), 26. 
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pemerintah sebagai pengenaan hukuman penmebran pelaku kekerasan 

seksual anak. 

 

B. Tindak Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia 

Tindak pidana dalam pengertian yang sederhana, merupakan suatu 

bentuk perilaku tertentu yang di rumuskan sebagai seuatu tindakan yang 

membawa konsekuensi hukum pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.
11

 

Dalam pengertian lain perbuatan pidana adalah seuatu perbuatan yang 

dilarang oleh hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka 

di kenakan sanksi pidana.
12

 

Dalam pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa perbuatan 

yang dilarang, adalah perbuatan yang menimbulakan akibat yang dilarang 

sehingga semikian di ancam sanksi pidana ialah orang yang melakukan 

perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Sehingga dengan 

demikian suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan 

menjadi suatu tindak pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur – unsur 

sebagai berikut ;
13

 

a. Harus ada kelakuan. 

b. Kelakuan itu harus sesuai dengan undang – undang.   

c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak. 

                                                           
11

   Jaenal Arifin, ‚Pidana Islam di Indonesia, Peluang Prospek dan Tantangan‛, (Jakarta : Pustaka 

Firdaus, 2001), 179. 
12

   Soeharto, “Hukum Pidana Material , Unsur – Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan”, (Jakarta 
: SInar Grafika, 1993), 22. 
13

   Cst Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, (Jakata : Balai Pustaka, 1989), 
290. 
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d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku. 

e. Kelakuan itu diancam oleh hukuman. 

adapun mengenai segala bentuk tndak pidana yang berhubungan 

dengan masalah seksual, dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, 

khususnya dalam KUHP, hal ini diatur dalam bab XIV KUHP yang khususnya 

mengatur masalah tindak pidana kesusilaan yang pada pokok – pokok 

mencakup hal – hal sebagai berikut ;
14

 

a. Merusak kesopanan di muka umum. 

b. Pornografi. 

c. Perzinaan. 

d. Pemerkosaan. 

e. Perbuatan cabul. 

f. Perdagangan perempuan dan anak. 

g. Pengguguran kandungan. 

Dalam pasal – pasal yang diataur dalam Bab XIV KUHP tersebut 

dapat di tentukan beberapa prinsip dasar yang melingkupinya yaitu ;
15

 

a. Perbuatan seksual adalah perbuatan manusia yang sangat pribadi. 

b. Perbuatan seks sebaga suatu yang bersifat pribadi maka perbuatan itu 

harus dilakuakan secara pribadi pula, atau tertutup. 

c. Sebagai tindakan pribadi yang konsensual, yang hanya melibatkan dua 

orang saja, apabila hal ini merugikan pihak ketiga saja, maka hal ini 

                                                           
14

   Jaenal Arifin, ‚Pidana Islam di Indonesia,……………….‛, 181. 
15

   Ibid., 182 – 183. 
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hanya dapat di tuntut atas keinginan orang ketiga tersebut. Karena hal 

itu menyangkut masalah kehormatannya. 

d. Anak – anak ata orang yang masih dibawah umur harus dilindungi dari 

segala eksploitasi atau tindakan yang berkenaan dengan seksualitas. 

e. Perempuan harus dilindungi dari tindakan seksual yang dilakaukan 

melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, atau ketika ia sedang 

pingsan atau keadaan tidak berdaya. 

f. Perumpuan dan anak laki – laki harus dilindungi dari tindakan 

perdagangan manusia. 

g. Orang – orang yang menyalah gunakan hubungan kekuasaanya 

terhadap orang lain dengan melakukan perbuatan cabul, atau 

memudahkan perbuatan cabul antara orang lain atau dengan anak yang 

masih dibawah kekuasaannya , yang harus di perberat pemidanaanya. 

Sehubungan dengan hal itu, pedofilia merupakan sutau tindakan yang 

berhubungan dengan masalah seksual. Dengan begitu rujukan satu – satunya 

adalah terdapat pada Bab XIV KUHP tentang kesusilaan. Satu – satunya pasal 

dalam KUHP yang hamper dijadikan dasar hukum dari pedofilia adalah pasal 

294 ayat (1) yang rumusannya sebagai berikut ; 

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum 

dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak pemeliharaannya, atau dengan 

seseorang yang belum dewasa yang dipercayai kepada dirinya untuk 

ditanggung, di didik atau di jaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya 

yang belum dewasa di hukum penjara selama – lamanya tujuh tahun. 

 

Tindak pidana dimasukkan dalam  ketentuan pidana di ataur dalam 

pasal 294 KUHP tersebut hanya terdiri dari unsur – unsur objektif saja yaitu ; 
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1. Barang siapa. 

2. Melakukan tindakan – tindakan kesusilaan. 

3. Anak sendiri, anak tiri, atau anak asuh atau anak angkat yang belum 

dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau penjagaanya 

dipercayakan kepada pelaku. 

4. Seorang pembantu atau bawahannya. 

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 

294 KUHP ayat (1) tersebut yaitu unsur barang siapa, hal ini menunjuk pada 

orang yang apabila orang tersebut terbukti dari semua unsur dari tindak 

pidana yang dimaksudkan, dalam ketentuan pasal tersebut maka ia dapat 

disebut sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Unsur obyektif yang kedua 

yaitu melakukan tindakan kesusilaan dalam ayat ini, yang dimaksud yang 

dimaksud dengan perbuatan  cabul adalah segala perbuatan yang melanggar 

kesusilaan yang kesemuanya itu berada di dalam lingkungan keinginan dari 

nafsu birahi. Unsur ketiga mengenai Anak sendiri, anak tiri, atau anak asuh 

atau anak angkat yang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau 

penjagaanya dipercayakan kepada pelaku, baik itu pendidikan atau dalam 

kesehariannya itu tanggungan pelaku. Hal ini kiranya cukup jelas. Mengenai 

unsur pelaku terakhir yaitu pembantu atau orang bawahannya yang belum 

dewasa.
16

 

                                                           
16

   P.A.F Lamintang , “Delik – Delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma – Norma Kesusilaan 
dan Norma – Norma Kepatutan”, (Bnadung : Mandar Maju, 1990), 195 – 199. 
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Pasal ini juga padananya dalam Ned. W.v.S. (KUHP Belanda) yaitu 

artikel 249, tetapi pemidanaanya lebih ringan maksumum penjara enem tahun 

atau denda kategori IV. Bagian iti dari pasal 294 yaitu ;
17

 

1. Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirnya, anak 

angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa atau 

dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya diserahkan 

kepadanya atau dengan bujangan atau bewahannya yang belum 

dewasa. 

Yang menjadi titik sentral yang akan di lindungi ialah orang yang 

dalam keadaan tergantung pada orang alain dari perbuatan cabul. Pada ayat 

(1) membahas tentang ketergantungan karena belum dewasa. Di dalam pasal 

ini juga di syaratkan kesengajaan dalam melakukan perbuatan cabul, termasuk 

segaja bersyarat.
18

 Padahal penjelasan cabul dalam KUHP adalah sengaja 

dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan dan norma – norma 

yang berlaku di negara kita ini, atau perbuatan keji, keseuanya itu berada 

dalam lingkungan birahi / anafsu seperti ; cium – ciuman, meraba – raba 

anggota badan lain atau sebagainya. Adapun perbuatan cabul itu berbeda 

dengan perbuatan persetubuhan, yang mana pada perbuatan cabul itu tidak 

mengakibatkan terjadinya kehamilan melainkan trauma psikis yang sangat 

berlebihan, sementara perbuatan persetubuhan kemungkinan bisa 

mengakibatkan kehamilan dan depresi yang sangat berat.  

                                                           
17

   Andi Hamzah, “Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP”, (Jakarta : Sinar 
Grafika, 2014), 270. 
18

   Ibid. 
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C. Hukuman Kebiri Kimia dalam Prespektif Fiqih Jinayah 

Chemical castration atau kebiri kimia adalah hukuman yang 

diberikan oleh tindak pidana di beberapa benua Eropa dan Amerika. 

Hukuman ini dierlakukan atas tindakan pencegahan dan memeberikan sanksi 

tegas bagi pelaku penyimpangan seksual. Pada masyarakat yang masih 

sederhana, norma kesusilaan bisa dianggap sesuai untuk mengatur ketertiban 

kehidupan kemasyarakatan. Karena norma kesusilaan memberikan peraturan 

– peraturan kepada seseorang agar menjadi manusia taat kepada ketentuan 

dan menjadi makhluk yang mempunyai nilai kesempurnaan. 

Tujuan dari hukum yang diterapakan meski banyak pertentangan 

yang sifatnya yang mengengkang kepentingan pribadi, namun hal ini 

diterapkan guna untuk mencapai sebuah kemaslahatan dalam masyarakat, 

dengan begitu hukum yang baik adalah yang dapat memenuhi beberapa 

unsur yaitu :
19

 

a. Sebagai upaya pembalasan (reverenge) 

Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana pada pelaku kejahatan adalah 

upaya pembalasan, yaitu pelaku kajahatan wajib menderita sama dengan 

orang yang diperlakukan jahat. 

b. Menghapus dosa (expianation) 

Penjatuhan sanksi pidana sebagai upaya penghapusan dosa adalah 

berakar dari pemikran – pemikiran religius. 

c. Memberi efek jera (deterent) 

                                                           
19

  Ahmad Sandi ‚Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Hukum 

Islam,................, 79-80. 
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Dalam upaya menjerakan didasarkan pada suatu persepsi bahwa 

ancaman pidana yang dibuat oleh negara dan dijatuhkan terhadap orang 

yang bersalah atas kejahatannya, dan selain itu juga mencegah agar 

orang lain tidak melakukan hal yang sama. 

d. Perlindungan terhadap umum 

Sistem pemidanaan terhadap perlindungan terhadap umum adalah 

bertujuan untuk mengisolasi pelakukejahatan dari anggota masyarakat 

lain yang taat kepada huukum. Sehingga dengan demikian dapat 

diharapkan kejahatan didalam masyarakat akan turun. 

e. Upaya memperbaiki pelaku kejahatan (rehabilitation of the criminal) 

Pada tujuan pemidanaan sebagai upaya memperbaiki pelaku 

kejahatan ialah harus diusahakannya dalam mengubah pandangan dan 

sikap pelaku kejahatan. Sehingga tidak akan melakukan kejahatan yang 

sama atau kejahatan lain dimasa yang akan datang. 

Dalam hukum pidana islam penetapan hukum oleh hakim atau 

waliyul amri> atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan 

hukuman takzir. Karena dalam jarimah ha>d, hukuman sudah ditetapkan oleh 

nas dan terdapat hak Allah didalamnya, jadi tidak akan ada pengurangan   

dan penambahan sanksi. Tujuan dijatuhkannnya hukuman adalah untuk 

memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari 

kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah 

dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.
20

 

                                                           
20

  Abdul Qadir Audah,  Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,…………………., 19.  
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Tujuan tersebut supaya hukuman dapat memenuhi tugas yang 

semestinya. Dasar – dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai 

berikut :
21

  

1. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk 

melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. 

2. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan 

masyarakat. 

3. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan si pelaku, sipelaku 

dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, 

hukuman yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati atau 

memenjarakan sampai si pelaku mati selama ia belum bertaubat dan 

keadaanya belum menjadi baik. 

4. Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan 

memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang di 

syariatkan. 

5. Mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentu balas dendam atas 

dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya.   

Maka dari itu, hukuman kebiri kimia chemical castration 

dikategorikan dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada 

dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim. 

Takzir menurut bahasa adalah mashda>r (kata dasar) bagi ‘azza >ra yang 

berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, 

                                                           
21

  Ibid, 20. 
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membantu. takzir  juga berarti hukuman yang berarti memberikan pelajaran. 

Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebanarnya menghalangi si 

terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain 

membuatnya jera. takzir sering juga disamakan oleh para fuqaha dengan 

hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman 

hudud dan kaffarat.22  

Para ulama pada umumnya memperbolehkan penggabungan antara 

hudud dan takzir selama memungkinkan. Misalnya dalama mahzab Hanafi 

pezina yang ghair muhsan dijilid seratus kali sebagai hudud lalu dibuang 

sebagai takzir. Begitu pula dengan mahzab Syafi’i dan mahzab Maliki 

penggabungan hukman itu diperbolehkan. Hukuman takzirr boleh dilakukan 

sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam sebuah ini ada sebuah kaidah :
23

 

ِ مَعَِ وْرِ  يدَِ  يرِْ  الَتعَْز ِ
ْ ِلمَصْلحََة ِا

‚takzir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan‛ 

Dalam hukum pidana islam penetapan hukum oleh hakim atau 

waliyul amri< atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan 

hukuman takzir. Karena dalam jarimah hudud, hukuman sudah ditetapkan 

oleh nas dan terdapat hak Allah didalamnya, jadi tidak akan ada 

pengurangan dan penambahan sanksi. Maka dari itu, hukuman kebiri kimia 

chemical castration dikategorikan dalam hukuman takzir yang jenis 

                                                           
22

  H. A Djazuli, ‚Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)‛, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 1997), 161.   
23

  Ibid, 162. 
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hukumannya belum ada dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan 

maksimum oleh hakim. 

Para ulama membagi jarimah takzir menjadi dua bagian yaitu :
24 

1. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah 

Maksud dari jarimah yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalanya 

membuat kerusakan dimuka bumi, perampukan, pencurian, perzinaan, 

pemberontakan, dan lain sebagainya. 

2. Jarimah takzir yang berkaitan dengan hak perorangan 

Sementara itu jarimah takzir berkaitan dengan hak perorangan adalah 

segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. 

Misalnya tidak membayar hutang dan penghinaan. 

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua jarimah ini menjadi dua 

bagian lagi, yakni jarimah yang berkaitan dengan campuran antara hak Allah 

dan hak adami dimana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina 

dan campuran antara hak Allah dan hak adami dimana yang dominan adalah 

hak hamba seperti, jarimah perlukaan. 

Menurut komisi dakwah dan pengemmbangan masyarakat, Cholis 

Nafis dasar dari hukuman kebiri atau kastrasi bagi pedofilia bisa merujuk pada 

aspek pemberian efek jera bagi pelaku atau zawajir dan rasa takut untuk 

melakukannya bagi pelaku lain lain atau mawani. Karena, tidak semua 

                                                           
24

  Ibid, 163.  
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kejahatan di tentukan hukumannya dalam hukum pidana islam kecuali 

pembunuhan dan perzinahan. 

Dalam hal perkosaan, hanay orang yang melakukan pemaksaan saja 

(si pemerkosa) yang di jatuhi hukuman had., namun ada sebagian pendapat 

yang menyatakan, bahwa si pemaksa di kategorikan sebagai tindakan yang 

sadis dan masik dalam delik hirabah.
25

 Para ulama yang mengaharamkan 

kebiri berdalil dengan hadist Ibnu Mas’ud RA yang mengatakan, ‚dulu kami 

pernah berperang beersama nabi Saw sedang kami tidak bersama istri – istri, 

kami bertanya kepada nabi Saw, ‘bolehkah kami melakukan pengebirian ? 

‘maka nabi Saw melarangnya (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban). 

Selain haidst sahih yang melarang pengebirian ini, ulama yang ingin 

berijtihat dalam penetapan hukum pidana islam harus merujuk pada hukum – 

hukum asal yang sudah ada. Kasus pemerkosaan bisa di ambil dari hukum 

asalnya, yakni perzinaan atau homo seksual. Jika pedofilia masuk kedalam 

kategori perzinaan, maka hukumannya cambuk 100 (seratus) kali atau lajam 

(bunuh). Jika pedofilia tergolong li>wath (homoseksual), ia harus dihukum 

mati. Jika sebatas pelecehan seksual (at taharusy al jinsi<) yang tidak sampai 

melakukan zina atau homoseksual maka hukumannya takzir.
26

 

li>wath (homoseksual) merupakan perbuatan yang diharamkan oleh 

Allah dan Rasulnya. Pelaku li>wath akan mendapatkan laknan Allah dan 

siksaan yang pedih. Hal ini di dasarkan kepada firman Allah yang berbunyi ; 

                                                           
25

   Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam , (Jogjakarta : Logung, 2004), 106 
26

   Ibid. 
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Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) 

tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan 

faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) 

sebelummu?"  

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu 

(kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang 

melampaui batas.
27

 

 

Perbuatan faahisyah di sini Ialah: homoseksual sebagaimana di 

jelaskan pada ayat yang ke 81. Pembuktian li>wath tidak harus menggunak 

empa orang saksi, melainkan sama seperti pembuktian salah satu had dari 

hudud selain zina. Li>wath terbukti dengan aadanya pengakuan pelaku, atau 

kesaksian dua orang saksi yang adil atau kesaksian seorang laki – laki atau dua 

orang perempuan.
28

 

Dengan melihat pemaparan diatas, hukum kebiri kimia atau chemical 

castration terhadap tindak pidana pelaku pedofilia atau penyimpangan seksual 

terhadap anak – anak mencakup unsur dalam suatu hukuman yaitu : sebagai 

upaya pemabalasan (reverenge), atas perbuatan melanggar hukum dan 

ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Menghapus dosa (explanation), 

memberikan efek jera (deterent) bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak 

melakukan pelanggaran kejahatan yang sama.  

                                                           
27

   Q.S Al A’raf Ayat 80 -81. 
28

   Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progesif Terapi Paragmatik Bagi Lemahnya 
Hukum Indonesia, (Yogyakarta : Antony Lib, 2009) 129 
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Segala bentuk tindakan atau hubungan yang berkaitan dengan seksual 

dalam hukum pidana islam merupakan perbuatan zina, sehingga hukuman 

rajam dianggap layak di jatuhkan bagi pelaku pedofilia. Keberlakuan hukum 

rajam dalam hukum pidana islam bukan hanya menyangkut urusan pribadi 

yang menyinggung urusan pribadi semata, namun juga mempunyai dampak 

negatif untukk masyarakat. Hukum rajam sendiri terdapat hak Allah di 

dalamnya dan jenis hukumannya sudah di tetapkan oleh nas dan tidak bisa di 

hapuskan demi golongan perorangan maupun kelompok semata. 

Selain itu, hukuman kebiri dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia 

(HAM) seperti tercantum dalam pasal 28 J ayat (2) yaitu :
29

 

‚ dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang – undang dengan 
maksud semata – mata untuk menjamin pengakuan serta pnghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil dan sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokrasi‛ 

Hal ini juga di perkuat dengan keputusan MK menyatakan bahwa hak 

asasi dapat di batasi dengan pasal 28 J, sebagai pasal penutup dari seluruh 

ketentuan yang mengatur hak asasi manusia. Dengan demikian penulis 

menyimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual 

terhadap anak merupakan jenis hukuman yang sepadan. Mengingat segala 

sesuatu yang berhubungan dengan seksual merupakan perbuatan zina dan 

harus dihukum rajam sesuai dengan ketentuan nas. 

 

 

                                                           
29

  Lihat Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 J Ayat (2). 


